Studi Sosio Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di

Kabupaten Sidoarjo

ORIGINALITY REPORT

10, 106 24

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS

O

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

soetandyo.wordpress.com

Internet Source

3%

jdih.sidoarjokab.go.id

Internet Source

2%

Student Paper

2%

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

eprints.undip.ac.id

Internet Source

Submitted to Padjadjaran University

2%

Exclude quotes Off Exclude matches

Exclude bibliography Off

<2%



Studi Sosio Legal terhadap
Ketertiban dan Ketentraman di
Kabupaten Sidoarjo

by Victor Imanuel W. Nalle

Submission date: 05-Oct-2021 08:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 1665896868

File name: AL_TERHADAP_KETERTIBAN_DAN_KETENTRAMAN_DI_KABUPATEN_SIDOARJO.pdf (445.65K)
Word count: 8439

Character count: 54778



JLURMAL

Tumal Hukom & Pembunguman 47 N 3200 6H): 233.22
ISSN: 125-9687 (Cetak) Hukumé
E-1S5M: 2503 - [ 465 [ Orline

STUDI SOSI0-LEGAL TERHADATP KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN DI KABUPATEN SIDOARTO

Yictor Imanuel W, Malle

*Theeim Faksaliss Hokum Ussvirsitas Kakehk D Cemlfa. Sumbaya
s prmalenst v kAo el B ke s id. viciulles® silsecom
Muskah dikemn: 3] Maei 20016
Maskoh diterima unmk dicerhakon: 5 Agusvas M6

Abstrac

Pegee ard order it a cily aeeds. Aciewmer) of biese meeds by Iocal povermmendy
ey repieharory dnsmrvesemts, mamely the Reglomal Beeirlaron, Sdoack regeroy ser
Herougle Pemturen Daerch Neo 00 o 2053, This stady throege sacioslegal approaci
has been aiseasing e oomdivion af the mapecrs it affeor i tnplementation of e
fpead pegalarion and comstrafors, This sty shons ol dhere o gaps dn ghe
understarding af the wrgeacy af e svhmance of FPerstierar Daeral Moo 00 af 2007 for
S el deverest, B oaddition, comfidions of Do enfovvemer svacrares and cuftuee of
Hee people do maf supnort Hee inplemenration &f ore Permtwrar Daerafe Mo, T0O af 2003,
Thhere comdiffons resuited ir the emergence of obstactes fo achleve pegee ard order i

diarrier af Sdodsfo

Kevwereds: cffectivenesy of Iow, pablic order. lege!l awareresy

Ahstrak

Ketemramar dan keterdibhen merapabon selach bebatafan Seie. Pencepaiar Selataiar
tepnetar dllakaban ole pemeriaral daeral ireliliel  IRstmmen penpeiogd Wi
Peraturmn Dacrak. Kabipaien Sidearje mengataram mefalaf Peraturan Dacred
Newwor J0 Tohiwa 2007, Pereliviar imd selalai peadekatar sesindepn! felal smenpbagi
koirdisl arpet-pspek wrg wesipengarall  feplomennasd pevararar daersl tersebar
margen  hembatar-hombataraye,  Perelifar f meamnjubbon beohwe  ferdapar
kespiirngan dolaim pesuined wared redadap ingendl sihstessd Peeararan Daeral
Naivar [ Tafoure 2005 Dapr bepertingair piciil. Selielo iy Sondial stvadiue perme ok
habzen dar bnltar manaradod ddak mendikary implaneriest Permienrs Dosneh Nomar
Fir Tihien 204 Koswlisd bl gewgokibariar sarcatnyg ussibaran-luembaim ool
meneapai betentraanen dan ketertibar of Kafbupatar Sidoagrja.

Kty Buned 7 efeitiaiiis hnkame, Eetertitan i, kesadonmn fradin

Tersedia versi daging: hitpsfhp.wacil
D000 hipeis il org 1,21 TL 3 fhp.val 27 003 94




Siedi Sesta-Lepal Terhadap Kelermthan Dan Ketentneman, Nalle, I54

l. Pendahulpan

Kota pada hakikatnya adalah sustu tempat yvang aken berkembang
ters menerus sesual dengan perkembangan zaman dan podensi yang
dimilikinya. Dalam perkembangannya, segals wspek akan ikt tumbuh
dan berkembang serta memunculkan permasalzhan vang kompleks pula,
Perkembangan dan persbahan suaiu kota terjads pada kondiss fsik,
ekomomi, sosial dan politik, Pemennfah sebagai pembuast  kebijakan
seharusnyva memperiahankan atao memelilan sesuatu vang baik tentang
kota-dan berupaya merencanakan pertumbohan dan perobahanmya,

Sebagal wujed dari pengaturan terhadop daerah, setiap Pemerintah
Eabupaten/kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan
terladap  kegiatan-kegiatan  vang  dinilai  mengganggu  akiivitas
masyarakal st ketertiban omum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut
adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi
masalah ketertiban wmum.

Berdasarkan Pasal 12 avat {1 Undang-Undang Nomor 23 Talun
X4 tentang Pemerintshan Dacrsh (DU No. 23 Tahun  2004),
ketentrmman dan ketertiban umuwm merupakan kewenangan Permerintah
Dacrah schagai Unusan Pemenmmtahan Wajib yang berkastan dengan
pelavanan  dasar, Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Rota  dakam
ketentraman dan ketertiban wmmm antara kain melipat:

I. penunganan ganggusn ketemroman dan keteriban omum dalam |

{satn) Daerah kabupatenforz;

2. penegakan Perda Kabupaten/kot dan peraturan bupati walikata;
3. pembinmgn PPNS kabupatendkota,

Dalam mangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Dacrh
tersebut, diperlukan instrumen hukum vang mengatur aspek Ketentraman
dan keiertiban vmum beserta ancaman sanksinya. Pemerintah Dacrah
poda umumnya membentuk Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban
Umum. Tidak terkecusli Pemenniah Kabupaten Sidoarjo yang telah
membentuk Peratumn Daerah Nomaor 10 Tahun 2003 1entang Ketertiban
Limum dan Ketentraman Masyarakat {Perda No. 10 Tahun 20135,

Berdasarkan Ferda No. 10 Tahun 20H 3, terdapat 8 {delapan) roang
lingkup ketertiban wmuom din ketenteaman wmum di Kabupaten Sidoarjo.
Dhelapan @hung lingkup tersehut antara lain:

|, terrib jalan, mlor hipw, frotosr, tamon den fasilitas unum

lainnya;
. Nertib sungnd, salermn, kol
. lertib Hnghumgan:
. tertib fempat don ossho terentu;
. tertib hangunan:
. lertib sosial;
. tertib kesehotan; dun
. tertib tempal hiburan dun kernmaian.

ol =R I S T
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Tercapainya kedelapan ketentraman den kctertiban terschut hanya
dapat terjadi jika Perda Mo, 10 Tahun 2013 dalem penegakannya berjalan
efektif, Namun penegakan sebah pemiurn perundang-undangan pada
umumnya menemui hambatan, Selalu ads kesenjangan (gap) antors
Iukim  dalaon teks dan hukum dalam Renyataan i masvarakat,
Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek.

Aspek-aspek  vang mempenganin  Kesenpngan  antara hokum
dalam teks dan hukum kenyatzan antara lain:

I. aspek kebifkan, yaitu bagaimana kebijakan vang dibuar oleh
Pemenntah Kabupaten Sidoarjo dapat mendorong  kepatuhan
warga, optimalizas: pengawasan implementasi Perda, dan lain-
bain,

cAspek kelembagsan, yaitu bagaimana  kondisi kelembagzan
vang berperan. dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Perda
terkait kepada masyarakat, maupun yang menegakkannya.
cAspek infrastrukier, yalte bagmmans Pemerintah Kabupaten
Sidoarjn menyediakan infrastruktur yang deapat memdorong
kepathan warga terhadap Perds terkar sekaligus menekan
biayn kepatuhen yang harus dikelusrkan wargan agar dapat
meimatihi Perda,

Terkan koatcks implementasi Perda Mo, 10 Tahun 2013, peru
diketahui sejaubmana efekiivitas penegakan Perda No. 10 Tahun 2013 di
masyarakat. Penegakan Perda No. [0 Tabun 2013 harus dievaloasi agar
dapat disdentifikasi hambatan dan Kelemahan dalam penegakan Penda
tersebut, Dengan demikian dapat didennifikas perubahan yang perlo
dilakukan terkait penegakaon Perda No. [0 Tahun 2003 agar tujuan
ketemraman dan ketertiban i Kabupsten Sidoarjo dapar tercapai,

B

L

TI. Bumusan Masalah

Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan vang tecjadi dengan
yvang scharisnyva diharapkan, maka perfu dilakukan penclition untuk
mengetaling sejauh mam efekinvitas penerapan Perda No, 10 Tahun 200 3
tersebut. Oleh karena ito, berdasarkan later belakang tersebut, penulis
telah metakukan penelitian dengan rumusan masilah sebagai benkur:

1. Bagaimsna aspek penunjang penvelenggarnan penegakan Perda
Bidang Ketentraman dan Keteriiban 3 Kabupaten Sidoaro?

2. Apa hambatan atau kKendala dalam penyelenggaraan penegakan
Perda  Bidang Ketentmman dan Ketertiban i Kabupaten
Sidoarjn?

L Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Pepelitian sosio-

legal  dikenal juga  sebagai  pepelition  nondokinnal.  Penelitian
nondokirina menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk
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tidak  ditempatkan schapai proposisi umum. Penelitian nondeoktrinal
mencar poli-pola keajegan atau pola-pols hubungan (korelasi atau
asa L) antaea berhagai pejala vang memanifestasikan hadimya hukom di
alam kenyataan.'

Penelitian ini menggunakon pendebatan deskoptil analitis, yvasm
prosedur stad pemecshan masalah penclitian dilakukan dengan cara
memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan
fakta-fokta aktual pada saat sekarang tidak terbatashanya sampai pada
pengumpilan data tetapl melipet analisis dan interpretasi entang an
data-datn tersebut. Selain jtu, penelitian sosio-legal juza mengounakan
beberapa pendekatan vang digunakan uniuk mengmalisiz bahan hukwm
primer dan bahan hukum sekunder, Pemlekatan tersebut antars fan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Untuk memperoleh data dan  informasi  vang  sesuai dengan
permasalzhan yang dikemukokan schelumnya, maka dilakukan penelitian
di Kabupaten Sidoanc. Penelitian pada instansi-instanst yang terkot J
Kabupaten Sidoarje melipoti Saipol PP Kabupaten Sidoarje, Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarje, Dings Kebersihan dan Pertamanan
kabupaten  Sidourjo. Dinas  Sosial  Ksbupaten  Sidoarjo.  Kantor
Recamatan Taman, Kanor Kecamatan Sidoarjo, Kamtor Kecamatan
Gredangan, dan Kantor Kecamatan Buduran.

Drata dalam penelitian adalah data prmer dan data sekomder. Data
primer merupakan data vang diperoleh secarn langsung dari lapangan.
Data sekunder dalam penelition ini adalzh buke, jumal, dan dokumen-
dokumen vang terkait dengan penehiian ini dan diperaleh melalo snedi
kepustakaan, Selain itw juga dipunakan bahan hukum primer. yaito
perateran perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,

Pengumpulan dota diswali dengan pengumpulan datn sekunder
melalui studi kKepustakaan, Data sekunder yang felah diamalisis akan
digunakan schagal pedoman untuk membuat dattar pertanyaan, Daftar
pertanyaan  tersebut  digenakan  nantinga sehaga  instrument  unfuk
penzumpulan data prmer melalui wawancaras mendalam  {irdepri
fmterview) kepada  informan  dan responden. Data dori responden
dilakukan dengan  menggunakan  metsde  accidenral sampling.
Berdasarkan metode tersebur, maka responden yang dipalih adalah
responden yang ditemukan sedang melakukan pelanggsran Perda No. 10
Tabnn 20013 di wilayah Kabupaten Sidodrjo,

Prosses amlisis data dilakukan secara terus meneres dimolai dengan
menelaah selunth data yang tersedia dan bercbagai sumber. Analisis data
dilakukan secara kualitnf terhadap informasi-informasi vang dipercieh
dari wawancara maupun siudl kepustakann., Analisis data dilakukan
setelah tahap pengumpulan data, Kajian erhadap pelaksanzan Perda Nao,
I Tahun 2013 bukan honya don sisi nomatifoyn namun juga berkaitan

! Beedandyo Wignjesoshoodo, Hubis)! EKessep dar Merade, (Malong: Setara
Prese. 206035, Wm. 120
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dengan berbagai fenomena yveng terjadi sclama pelaksanaan penda
tersehut.

1Y, Hasil Penelitian dan Pembahasan

. Ruang Lingkup Pelanggaran  Ketertiban  Umnm dan
Eetentraman Masyarakat dalam Perda No. 10 Tahon 2003

[stilah keteriban wmum menoror Kollewin memiliks sejumiah
variasi pengertian. Pertama, ketertiban wmum dalam hekum penikatan
imeripakan batazan dari asas kebebasan berkonirak, Kedus, sebagai unsur
pokok  dalam  “Retertiban dan  kesejahteraan, Keamsman™ (rust en
veiligheid). Ketign, schagal pasangan dari “kesusilaan yang baik™ [ goede
zeden). Keempat, sehagai sinenim dan “keteriban hukun™ (rechisorde),
ataupun — kelima — “keadilan.” Keenam, sebagai penpgertian dalam
hukum acars pidana enuk jalannya peradilan yvang adil. dan terakhir
kewajiban hakim untuk mempergunakon pasal-pasal dar perundang-
undangan terento.’

Menurut Yu Un Oppusungau. ketertiban umum berbeda dengon
kepentingan  umiim. Secard  konsepual, Kepentingan wmum  berart
menjaga kepentingan masvarakat luas atan kepentingan bersama, yang
sekaliges diperhadapkan  {(vis«d=vis) dengan kepentingan  kelompok,
golongan atay mdividu. Kepentingan umum menjadi, misalnya, dasar
uintuk menggusur atar mengambil sebagian atau selurub tanah milik
seseorang untuk mguan pembangunan sarang dan prasarana publik, Untuk
keperuan tersebut Pemerintal dapst menstapkan jumlah genti kerugisn
semhak, =esuai dengan  kensmumpuan  kevangaonya, Oleh  kKarem
pengausuran tersebut adalah untuk kepentingan umum, maka pihak yang
tergusur dapat menerimi vang gani Kerugian vang sepibak tadi. Dalam
penerapan  kepentingan  umum  terdapat kebutshan  praktis  dari
miasyarakat, Mamun kepemtingan umum bukanlah seatu Gasar atao alasan
pengesamping bagli keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban
wmum tidak dapat  dijadikan  dasar wniuk  penggusuran, Penerapan
ketertiban umum adalsh suste kebutohan sormatid dan ideal

Acuan yuridis: pormatif dalam mendefmisikan ketertiban  umum
dan ketentraman masyarakat adalab Peraturan Pemerintah Nomor 6
Takwn 2000 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP No. 6 Tahun 20105
Berdasarkan Pasal | Angka 10 PP No, 6 Tahun 2000, ketertiban urism
dan  ketentraman masyarakat adalah suaty keadasn  dinomis  yang
memungkinkan Pemenntah, pemerintah daerah, don massarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tenteram, feriih, dan tertur, Definsi

* W Un Orpposanggn. Permmann Hanie Hikain dioa Soslelegd dolom Peserapan
Lemhape Ketentibar Darm, “Low, Socely £ Oeoeetaporent ™, Vil T Mo 3, (Agusiag -
Navember, 2008,

"l
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dalam ketentwan PP Mo, 6 Tohon 2000 menunjukkan babwa kondisi
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak bhir dari kondisi
masyarakar dilam pemenntalan oforiter, Kondisi kKetertiban umum dan
ketentraman  tersebut terjads dalim kendes: yang dimamis.  Ardimya,
s yarakal  secarn aktif menjalankan kedupan bermasvarakat tangs
tekanan. Selain masyvarakat, Pemerintih dan pemenntah daerah juga
dapat melaksanakan kerja pemerintaban dengan baik,

Berdasarkan Perda terscbut diater 8 {delapan) jenis ketertiban
wmuam dan ketentraman masyarakat, Delapan jenis ketertiban wmum dan
ketentra@hn masyarskat tersebut antarn bain:

a. tertib jalan, glur higw, trotoar, taman dan fasilites amum

lninmya (Pasal 3. 4, dan 5);

B tentib sungad, saluran, kolam (Pasal 6 dan T):

i, tertib lingkungnn (Pasal 8);

. tertiby tempot dion usabes tertentu (Pasoald 9

. tertib bangunan (Pasal 117;

{. temib wnsial (Pasal 17 dan 13);

g Brtib kesehatan (FPasal 14, 15,16, 17, dan [8); dan

h. tertib tempat hibormn dan kerunaion (Pesal 19, 20, dan 21).

2. (Gamharan Penegakan Perda No, T Tahon 2003 (Maret 2015-
Oktober 2005)

Daita penegakan Perda Mo, 10 Tahon 2003 menunjukkan bahwi
selama periode Maret 2015 sampal dengan (ktober 2015 telah terjads
43K (empat rats g puluh delapan) pelanggaran Perda No, 10 Tabhun
MM 3. Data tersebut menunjukksn bahwa persebaran penegakan Perda
Mo, 10 Tahin 2013 seloms perode tersebut kanva terfokus  pada
kecamatan-kecamatan tertemu saja. Tabel | menunjukkan persebaran
wilayah pelangearin tersebut,

Tabel 1. Persebaran Wilayah Pelanggaran Perda No, 10 Tahun 2013

i Marel 2005-Okioher 2015)
Jumlah
M Eecamatan Pl b
|| Kecamatan Sidoarjo | 291 66,445
2 | Kecamatan Waru | sh 12,79%
3 | Kecamatan Gedangan 32 11,875
4 | Kecamatan Cnn_rli . 1] 457%
5 | Kecamatan Budueran . 18 4.11%
& | Kecamatan Krian I 0.23%
Total 433 FOO 05

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sidoar jo
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Berdasarkan data perschaman wilayvah pelangearan dalam Tahel 4.5
dapat dikemukakan beberaps kemungkinan ientang pelangearan yang
terpadi i Kabupaten Sidoarje, Beberaps kemungkingn tersebut antars
| ain:

a, Intensifikasi pepegakan Perda No, 0 Tahiun 2003 iy
terfokus pada Kecamatan  Sidoarjo. Kecamatan Waru, dan
Kecamatan Gedangan, Infensifikasi penegakan Perda yang
hanve terfokus pada  ketign  kecamatan  tersebut  akan
memunculkan bias echadap perseharan pelangearan Perda Nao,
10 Taloen 2013, Bias terscbot akan menyebabkan sdanya
perseps bahwa pelanggaran Perda Ne, 10 Tahun 2013 paling
ringgr terdapat dh Ketiga kecamatan tersebut, Walaupun tidak
tertutup  kemungkinan bahwa pelanggaran pada kecamestan-
kecamatan Lunnya juga tergadi pada infensitas vang tngei,
Mamun  jika penegakan  Perda  tidak mencekup  seluruh
kecamatan  dengan  mlensitas  yang  sama maka  akan
menimbulkan bias terhadap dats perscharan pelangzaran.

b, Pelangearan terbanvak i Kecamatan Sidoarpo dapat disebabkan
karena Kecamatan Sidoarjp merupaksn sbukota Ksbupaten
Sidoarjo, Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan sebagai
kecomatan terdekat dengan Kecamatan  Sidoaro  juga torot
terpengarul oleh fakior esebut. Perkembangan suate wilayah
perkotaan, industn, masyarakat dan berbagai masaloh sosial
yvang mengikutingn merupakan fakior penentu terwujudny
krimanalias stau kejahatan d perkotaan {epidermmclags krminaly
sehingea sebunh kota dengen sendininyn juga  mempakan
produsen  dan keahatan  yang  terwiped  di perkataan
(erimpnegenic). Pads umumnyn tendapat korelssi yang sangat
sipnifikan antara ketidakmampuan dava dekung  lingkungan
kota, industrialisasi  vang  lehih  berorientasi  kepentingan
ckonomi  dan  wrbanisasi  vang  tidak  terkendali  telah
menimbulkan berbagai permazalaban sosial bagi warga kota it
sendiri {eprdemicdogs  krimamalitas) yang bermuara  Kepada
terbentukiya berbagas kejahotan di perkotaan (erban crime) dan
Juga pelanggaran-pelangearan hukum dalam bentok vang lebih
ringan.’

Emile Durkheim berpendapai bahwa perubahan vang terjadi
sebagal hasil dari ransisi masyvarakat ageans i pedesaan  menju
masyurakat industn di perkotaan tunt berpengaruh pada pelanggaran-
pelangearan hukum yang terpadi di perkotaan. Menuret Durkheim,
perubahan sosial vang cepat {rapid social change) don pertumbuhan akan
menjadikan kot sebagai lempat vang potensial terbentuknya kejahatan di

Y Bycko Amelza Dohniel, Pesgelobian Mobiling Perdindid gura Mencegak
KennfTik Fasinl ey FaRpie Kenvhirnmn MNavia!,
<hinpat! polisikit ik indes phpdriminologi 42 -pen gelolym - mobi lims-penduduies,
dlinkses wnggal 1) Desember 2013,
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perkotaan, Walaupun perubahan vang lambat dari sebuah kota ataspun
stabil. wilayah perkotaan akan tetap menjadi criminogenic. Gelombang
arbanizasi  dan ekologs  dari kots  merupakan  penyembang  dari
terbentuknyn crivinggenic.”

Pepgarth  ataw  dampak  gelombang  urbanizasi  sebagaimana
dijelaskan Durkheim maapon teori ketidakternturan sosial tersebut dapat
dilibal pada ares pendatang vang masuk ke Kecamatan Sidoaro sebagal
ibukma Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data Sidoarjo Dalam Angka
HH S, arus pendatang vang masuk tersebut jauh lebib tinggl daripada
kecamatan-kecamatun  lainnya  vang  berada di wilsysh  pingoitan
Kabupaten Sadoarjo, misalnya Kecamatan Jabon, Pendatang vang masuk
ke RKecamatan Sidoarjo selama tahun 2004 mencapai 3958 jiwa,
sedangkan pendatang vang masuk ke Kecamatan Sidoarjo pada tahun
yang somi i ya mencapai B0 jiwa,

Pengaruh  jumlah pendatang di Ksbupaten Sidoarjo  terhadap
pelangearan Perda No, 10 Tahun 2003 juga dapar dilihat poda asal
wilayah pelangear Perda, Berdasarkan data pelanggaran Perda Na, 10
Talian 2003 vang telah diproses. jumiah pelanggar terbanvak kedua
adalah penduduk dari lusr Kobupaten Sidoarjo. yaitn sebanyak 140
{=eratus empat pululih pelanggar,

Tabel 2. Wilsvah Asal Pelanggar Perda No. 10 Tahon 2003

( Maret 20015-Okiober 20015}
No | Asal Wilayah Pelanggar | Jumbah &
|| Kecamtn Sidoargs 155 35.39%
2| Luar Skdoarj B40|  301.96%
3 EKecamatan Camd 4L | I, 195
| Kecamatan Gedangan 3l T
5| Kecamatan 'Wanu 29 . B2 50
6| Kecamitan Buduran 14 3.20%
T Kecanutan Wonoayu 5 1. 1%
8| Koo umatan Porong 4 0,915
JKecamatan Tangoubngin 3 (hE %
1) Kecamutan Tulangan 3 0.6E%
I 1| Kecamatan Taman 2 O i
I 2{Kecamaion Bakbngbendo I (hL23%
13| Kecamatan Prambon | 1,235
14 Kecamatan Krian I 0,235

| Total 438 | 10000 5
Sumber: Satpol PP Ksbupaten Sidoarjo

! Robent D Crowchfield don Charis E. Kubrin, 8efin Crinre - Are Crdine Rides
Higher In Urbar Areas”, Exptaining Urhen Crime, Expleining Vioerfation fa Orbar
Criwe,  <hitpsTow jrank oo pages 230 Urbon- Crime b, diskses  tnggal 10
Deszmber 200 5.
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Draa pada Tabel 2 tdak sert mera menunjukkan babwa pelangg s
Perda Moo b} Tahun 20013 terbanyak adslah penduduk Kecamatan
Sidoare, Hal ini disebabkan kecenderungan intensifikasi pemegakan
Perda pada Kecamatan Sidoarjo dan tidek merata pada kecamatan-
kecamatan selain sekitar Kecamatan Sidcarne. Oleh karena ito data
terschut  harus dianafisis dengan melihat keterkaitannye pada  data
persebaran wilavah pelanggaran Perda,

[Data pada Tabel 2 jika dikastkan dengan perscharsn wilaysh
pelangearan menunjekkan bahwa pelanggar Perda Na, 10 Tahun 200 3
cenderung berssal darl wiloyah terdekat vang menjadi lokasi terbanyak
petangearan, vaitu Kecamatan Sidoano, Pelanggar erbanyak berasal dari
Kecamatan  Sidozrjo, Kecammtan Candi, Kecamatan Waru, dan
Kecamatan Buduran.

Sclain wilayah pelanggaran dan pelanggar, data penegakan Penda
Mo, W Tahon 20023 selama penode Maret 2005-Okiober 2015 juea
menunjukkan terbstasaya ruang lingkup pelanggaran vang ditindak obeh
Pemerintsh Kobupaten Sidoarjo. Sebagion besar dan 438 pelonggarn
yang ditilk oleh Memerintah Kabupaten Sidoarjo odalizh pelangganmm
terhudap tefib jalon, jolur hijaw, trotoar, taman dan fasilits umom
lainnya. Penegakan Perda No. 10 Tahun 2003 terhadap teriib jalan. jalur
hijan. trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya mayoritas mencakup
pelangearan berum penggunzn jalan, wotear, jalur hijaw, dan taman
selain wotuk peruntokannya. Scbapian besar pelanggar melakukan
pelangearan terhadap Ketemiuan tersebut kKarena menggenakan pmilan,
trostoar, jalur hijau, dan taman untuk becjualan.

Jika  dikaitkan  dengan  analisis  sebelumnya,  vaitu wiliyah
pelangearan, sebagian besar pelanggzaran terhadap tertib jalan, trotoar,
jalur hijau, dan taman. dan fasilitas omom lainnyn dilakokan di
Recamatan Sidoarje, Daia fersebar menunjukkan bahwa perumbuban
ckonomi dan pembanzunan vang pesat di ibukota Kabupasten mendorong
tumbuhoya sektor-zektor informal dalam pemenuhan kebamuhan hidup
sehari-han, Data pelanggaran selama penode Maret 2015-Oktober 2015
Juga menunjukkan bahwa  pelangearan  juga  dilakukan  oleh  nen-
penduduk Kabupaten Sidoarpo atu pendstang. misalnya pendatang dari
Bamgkalim, Gresik, Jember, dan Gan-lain,

(Heh karena itu secara terpisah perlu disnalisis apakah Pemerintah
Kabupaten Sidoare telah  mengantisipasi  tumbuhnya  sekior-sektor
informal yang mencari natkah di welayah vang periumbohan ekonominya
pesat, Tumbuhnya =sektor-sekior informal fersebut berpotens)  uniuk
menyebabkan erpadinyva pelanggaran hikum dalam upaya mendapatkan
akses-nkses peningkatan sumber pendapatan oleh masyarakat.

Penegakan terhadap tertib lingkungan (Pasal 8 Perda Mo, 10 Tahun
HH3) juga serupa dengan penegakan tethadap tertib jalan, trotoar, jalur
hijan, dan taman, dan fasilites omum Gionya, Penegakan terhadip lerub
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lingkungan dalam Pasal § lekih banyak terfokus pada pencrtiban pada
pedazang kaki lima sebagai sektor informal di masyarakst, Penegakan
terhadap  ketenuan@ertib lingkungan lebih  banyak terfokues  pada
pelangearan berupa mendirikan kios dan berjualan atou perbuaatun yang
dapat mengkibutkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jolur
hijau stau menjajakon harang dagnngon di jolur hijow, o don tempat
umum,

[Data pelanggaran tersebut juza menunjukkan bahwa  tendapat
kemungkinan bias dalam mengidentifikasi pelanggaran Perda. Bias pada
data pelangoaran  discbabkan  intensifikasi pencgokan Perdn  hanva
difokuskan pada penertiban pedagang kaki lima, hika inensifikasi
penegakin Perda hanya pada pedagang kaks Dima, maks tidak terunup
kemungkinan sdanya jumlsh pelanggaran yang jogs bessr pada jenis-
jenis pelanggaran ketertiban umum dan Ketentraman misyiacakal lainny,
Crata selengkapnya mengenai jenis pelanggaran Perda yang diproscs
selama Maret 200 53-Okaaber 20005 dapat dililsar pada Cambar |,

Gambar 1. Jenis Pelanggaran vang diproses { Marel 2005 -Ofktober 20035)

= terth jalan, falr hiau,
trodoar, taman dan
faslitas umam lalnmya

W bertin lnghurngan

Sumber: Satpol PP Ksbupaten Sidoarjo

3. Aspek Penunjang Penvelenggaraan Perda No, 10 Tahun 2003

Hukum dapar efekiul di masvarakar, selain karena dipahami dan
divakini baik, juga schanisnva menjadi manifestasi sosio kultural
masyarakial, Agar dapat menfadi  manifestas: sosio kulural,  maka
seharusnva aturan hukom yang dibueat merupakan manifestasi dars sperit
sosi0 kulwral untuk melakukan perubahan df masvarakal, Tika atiran
Tk rersebur muncul secarn semena-mena dan bukan manifestasi spirit
sosi0 kultural, maks skan terkendals pads penerimasn  masyarkaor
kepada atuwran hukum tersebut, dan bukan sekedar pada pemabhaman
substansi aturan hukum.
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Menumit Lawrence Fricdman, uniuk kepentingan analisis seoretik,
demi kedupvogonmannyn vung praktikal, hukum nosional schagai sumto
sistem igitusional, harus dikenali dalam tiga aspeknya, Ketiga aspek
tersebut jaloh substansi perundong-undangan, strukior orgnnisasi dalam
pencgnkannyn. don yong ketign ialoh kultur yang akon ikut menjadi
determinon bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakar dari
hari ke hari, Merupakan sastu kekelinugl apabila upays mengefektifkan
bekeranyn hukum (penegakan hukum) hanyi berkonsenimsl pada kerja
memperbaiki stan mengrmuncdemen ukum permating-endangamnn yi suja
tanpa membenahi strukior orgimisesd ving ada pads sl hukum
nasional. Demikian jugn akan menjadi permasalahan jika dalum kerj
pencgakan hukum hanya berkonsenimsi pada intensi kekuatan steukiural
dan interpretasi kulturad pars insan pencan keadilan *

ya pepcgakon hukom tidak logs hams diboaskan honys pada
kerja-kerja polisionil yong di dolam bohasa Inggris discbut ‘fegal
enforcemens’ melainkan  kerjn  mereformasi  sistem hukum.  Kerju
reformasi hukom inipun sudnh semestinvn 2k cume dibasslan podi
memperbahoral hukom undang-undang serui — yang di dalam bahasy
Inggris disebut Jegal reform, melainkon faw reform. Adapun yang
tereakup dalam pengertinn fow' weform inl, yong juga akon mencakup apa
yang disehat juidiciol reform, faloh seluruh proses. yang dijalani untuk
menclanh selumh aspek sistemn perundang-uniangan yang wla, dalam
rangkn wpayva mengelektifken perubahan i dalnm sistem hukum yang
ada demi tertingknikannyn elisiensi sistem dalam fungsinys memberikan
layanan kepads Chalayak rmmai yang iengah mencarn keadilan,”

Berdasarkan  teori Friedman lemsebat, aksn  dianalisis  aspek
penunjang penyelenggaraan Perda No. 10 Tahun 2013, Analisis im akan
mielihat bagaimums substarsi Perda Mo, 10 Tahun 2003 dipahami oleh
myasyarakal. Pemmahaman masyarakat tersebot penting untuk disdentifikasi
karena ada beberapa kemungkinan yang dapat dimuncolkan. Sclain it
anmalisis i akan melihat bagaimana sirukiur lembaga penegak hukwm
vang berperan delam menegakkan pelaksapaon Perdo Mo, 10 Tahun
2013,

A, Substansi Perda Mo, 10 Tahoan 2003

Pengetahuan penduduk Kabupaten Sidoaro echadap adanya Penla
Mo, 10 Tahun 2012 masih resdah. Berdasarkan survel secara accidensa!
seeipdine, terhadap 32 Giga puluh dua) responden vang . melakukan
pelangraran Perda No. L0 Tahun 20003, ditemukan bahwa 24 (dua puluh
empat) di antaranya Gdak mengetabui adanya Perda Na, 10 Tahun 2003
yang mengatur ketertiban  umoem  dan Kelentraman  masyarakat di

Kabupaten Sidoarjo, Hanya # (delapan) responden yvang mengetahui

9
‘Dinal  Fedrianetal, [Nofektike  Ponibarnsin - ok Tidoecsir,  {skarts:
Sekretariol Jenderal Komisd Y msiml BRI, 2012, him. 4.
s,
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adanya Perda Mo, 10 Tahun 200013, Mamon dari § responden tersebut,
tidak ads yang mengetnhui bahwa  tindakan yang  dilakukannya
meripakan pelanggaman terhadap Perda Mo, 10 Tabun 2003,

Gambar 2. Pengetalivan Bespomsden terhadap Perda Mo, 10 Talion 2003

Apakah Anda mengetahui adanyva Perda Mo, 10 Tahun 2013 yang
mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyamkat di Kabupaten

Sidoaro!

B ¥a, Tah
B Tudak Tahu

Sumber: data primer

Mamun idak berarti baliwa responden vang tidak mengetahui
adanya Perda Mo, 10 Tahun 2013 sdalah resporden yung belum pernah
mengalami penegakan Perda Ne. 10 Tahun 2003, Salab sam respoden
yvang merspakan pedagang, misalnya, sehelumnya pernah digusur oleh
Satpel PP Karena berdagang o tempal umum tanpa izin. Namun
responden  yang  bersangkutan ternyato tidak pemah  mendapatkan
sosializasi atay penjelasan dan pihak Satpel PP omengena ketentuan aps
yeng dilanggar sehingga harus mencrima wpayn penggusuran  dari
pemenntah.®

Tiga puluh saty respoinden dan 32 responden pelangear Perda No,
[} Tahun 2013 sast diwawancarai menyvatakan tidak pemah mendengar
adanya sosialisasi Perda Moo 10 Tabws 2013, Kondisi ing menunjukkan
minimayn pengetohuan warga terhadap adanya Perda No. 10 Tahun
2013, Kondisi i juga meminjukkan babwa sosialisasi Perda No. 10
Tabun 2013 masth belum menjangkay scluruh pendeduk. Kabupaten
Sidoarioe, Padahal Perda Mo, 10 Tahun 2003 tersebut pernah difanggar
sehelumnya. Selain cakupan wiloyah =osinlisasi, intensifikasi sosializasi

! Wavancars dengan Garhi, peniduduk Kabupaten Sidoori, anggal 29 Okiober
2015,
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memegang peranan penting,  Intensifikasi terschut schamsnya depan
dilakukan dalam berhagai bentuk,

Selan o terdapat 7 (oubp responden pelamggar Perda No, |0
Tahun 2013 vang menyatakan bahwa substansi Perda No. 10 Tahun 2013
bersifat diskaminatil dan merugikannys. Dua responden menvatakan
bahwa substansi Perda tersebut menugikan warga yang mencari nafkah
dengan berjualan, sementara akses warga untuk  memiliki tempat
berjualan tidak mudah, karena terbentur harea sewa dan biava lainnya.
Responden lainnya menyatakan bahwa ketentuan ersehut diskriminatif
karcna  hanya seswni jika ditersphkan di daerah perkotasn seperti
Kecamatan Sidoarje, Namun jika diterapkan i daerah pedesian akan
merugikin., Misalnya dalam ketentoan lamngan membiatkan  hewan
berkeligron. Bagi responden lninnya. tertib bangunan juga dianggap
memberatkan pemilik bangunim pribadi.

Gambar 3. Pemahaman terhadap Ketentuan Diskelminatif

Apakah menurut Anda substansi Perda Mo, 10 Tahun 2013 merogikan
dan diskriminatif?

B 'fa, Merugikan

& Tidak Merugikan

Sumber: data primer

Masih adanys pemahaman masyvarakat bahwn ketentusn Perda
tersebut merugikan disebabkan belum adanva kesadaran Perda tersebun
memberikan mantaat hagi masyarakat. Menomt Socgono Sockanto,
berprosesnva tahap memahami hukum menjadi menghargai  hukoem
dadalah bila dalam proses memahami tersebad warga masyarakat
menghavati tentang adanya manfaal hukum bagi kehidupan bersama &
dalam masyvarakat bersangkutan, dan hal ini bila wargn masyarakat
tersehist mengetahni  huan  dan fegas hukum yang  sesungeubny
diperukan boagi kepentingan umum,” Oleh karena kesadaran hukum

* Soerpma Sockunio, Beberopr Care doa Mekanisme datar Penyilishin Mk,
{Jakiura: Proidnya Parumita, 1986, hime 3,
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harus  dicapai  terlehih  dahole  agar masyamakat  dapal memiliki
pemahaman vang baik terhadap Perda fersebut.

Resadaran hukum masyarakal sdalah merupakan keluaran {ouipur)
dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapas tingkat optimalisasi ideal
yang ditandai desgan ombulnya resa untek menghargal hukum, Jika
mengacu padas Peraturan Menteri Hokom dan Hok Asssi Manosin R
Momar MOL-PROSA0 Tahun 2006 Tentang Pola Penvuluhan Hukom,
kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat
adalah bentuk  pemabsunan Jan ketastan atan Kepatuhan  masyarakal
terhadap noma hukum dan peraturzn perundang-undangan yvang berlaku.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masvarakar terhadap Perda
Mo, 10 Tahun 2013 dapar disebabkan maten muatin Perda ersebi
mierupakan lapangsn hukum netral, Pengetahsan dan pemahaman hukum
mdsyarakal jauh febih baik untk lapsogan-lapangan hokwem yang non-
netral jika dibandingkan dengan fapangan hukum netral. Lapangan
hukom non-netral adalah lapangan hukum ving dekat dengan suasana
kehidupan agama dan kepercayasn atsu dekst dengan kebudayaan,
sedangkan lapanzan hukum neteal adalah lapasgan hokum vang nidak
berkaitsn erat dengan agams, kepercayaen stau kebudayaan. Ini berarti
pula  pemahamas masyvarakal dengan  kaedah  (kaedah sosil  yang
kemudian diangkast menjadi keedah hukum) hokom yang tumbuh dan
baweah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kaedah hukum yang
dituangkan darl atas. Jika pemahzman dan pengetahuan masyarakat
tentang kaedah hukum i femmasuk tentang isi kaedah hukm ito sudah
bark maka kemungkinan masyarakat uniik mematihi atou mentastinya
lehih terbuka.

Perda Mo, 10 Tabun 2003 mengatur masalah keteriban ummem dun
Ketentruman masyarakat wetapi dengan materi muatan yang bagi beberapa
warga tdak dekat dengan suazama agama maspun kebudayaan. Misalnya,
masalah berjualan di empat vmum tanpa fzin. Bagi beberapa warga,
teotosr dan ruang publik merspakan ruang bersama bagl masyarakar
dalam menjalankan kegiatan. Olch korenn itu terdopat perbedaan dalam
memaknai maten muatan Perda Mo, [0 Tabun 2013,

Sclmn iy, kesadaran hukum masyarskat sdalah penhal ilmu hukum
kepenlakuan  {(betieviora!  ferisprawdence)  individa, maka  termssuk
wahana psikologis hukum. Terdapit kemungkinan apa yang dikehendaki
hukom it tidak seplan dengan kesadaran hukum masyarakal Karem
hukum tersebiut dibentuk tanpa memperhuikan aspek psikelogis warga
masyurakat. Memurut Satjipto Rahardjo, dalam  mewusjudkan hukum
sebagal sebemar-benamya illmu harus mendialogkan the siate of the aris
dalam ssins, dengan paradigma adalsh “hukum untuk mansiz®, dan
Bukan sebaliknya, "

* Sajipdo Rahardpo, Mekue dicfery Ragar Kererritar, (okanin Penertat UKL
Prese., 20060, hlm. 53
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Denpan demikian, jelas bahwa kesadaran hukum adalab lebib tepa
bila dilihat sebagai wahana psikodogs hukum, Kesadaran hukum pada
hakikatriva adalah “kKesetiaan™ seseorang ata subjek hukum terhadap
hukom o vang kemodian diwujudkan dalam bentuk prilaku myasta.
Secara psikologis kesadaran hukum sl bersifar abstak, dan baru
bersifat konkret atao senvatanya sctelah diwopsdkan dalam  perilako
nyata, Karenanya kesadaran hukum vang meniadi wjean penyuluban
hukum adalah kesadaran hukum vang diwujodkan dalam bentuk prilaku
nyata, Letak kesadaran hukwm berada dalam dunia abstrak, sebagai
pilihan olah pemikiran untuk menghargai hokum dan sekalipus berada
dalam dunia nyata atan dumia perilakonya vang diwujudkan  dalam
kepatuhan terhadap hukim,

Oleh karena itu, cara atan teknik penyuluhan yang komunikatif den
mampu menyeniuh bl gorani wargs masyamakat ootuk  menghargs
hukum, vang dapat efekof omuk memmbolkan kesadaran hukum
masyarakat, Apabila sudah menemukan fekmik penyuluban vang tepat
runa maka masalah kontinuitas dan masalah luasnya jengkevan wilayah
penyuluban juga merupakan hal penting uniuk soksesnva penyululian
hukum, dan wjung-ujungnya secars manajerial  suksesnya Kegiatan
penyulubun hukum akan bermuara pada tersedianya fasilitas dan baya
penyelenggaraan.

Untuk sampai pada tingkal kesadaran bokem masvarakat, maka
seg manfast atan kegunaan hokum hamslah betul-betul dapat dipahami
oleh setiap warga masyarakat, Sebaliknya, nformasi dalam penyuluban
hukum cenderung memperkenalkan bukum pada misvarakal sebaga
sesuatn yange menzbutkan. sesuatu yang merepotkan, dan sesuatu yang
hanya wdeal dalam norm tapi tdak konsisten dalam pelaksanaann v,
koomdisi ini hens dinetralisic sehingga masyarskat menjadi berpersepsi
yang haik atau mesguniungkan tentang hokem,'" Penghargsan atau
penilaian  positif  terhadap hukum  univk  pembentukannya  sangat
dipengaruhi oleh fakta hukum vang membentuk opini dan  persepsi
masyarakat tentang hukum. Media massa yang memunculkan berita dan
tayangan visual tentang berbagal peristiwa vang secara kaleparisik
memperkeruh opini dan persepsi masyarakat terhadap bukom, disadan
atau tidak merupakan suatu bal yang merogikan kegiatan penyiluban
hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Struktur Hukum dalam Penegakan Perda No. 10 Tahun 2003

Berdasarkan  data  vang  diperoleh  dan informan SKPD,
permasalahan dalam struktee hikum uniuk penegakan Perda No, [
Tahun 2003 reckant dengan keterbatasan sumber dava  manus,
Keterbatasan terutama di tingkat kecamatan karena kurangnya personil

U Thm Penelittan BPHN, Peuefivirn Mk temumne Dampak Peavoalivhn Hika
ey Timpbar Kesodonms Bk Masyonskar, (lakana: BEHN, 200 1), him. 12,
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Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan dalam melakukan pencgakan
hukum Perda tersebut 2
Resulitan Sarpel PP Kabupaten  Sidoano sehaga SEPD vang
miemiliki tupoksi penegakan Perda Mo, 10 Tahun 2013 adalah dalam hal
koordinasi dengan SKPD Lain. Ruang lingkup Perda Mo, 10 Tahun 2013
terlampau luas dan berkaiton dengan tupoks: SKPD lainnya. SKPD fain
yang berthobungan dengan Perda Na. 10 Tahun 2003 ini misalova Dinas
kebersihan dan Pertamanan., Dinas Kebersthan dan Pertamanan, serla
[rinas Scsial, Mamun ruang lingkup yang terlampau leas tersebut ridak
dapat dijangku sclurshnya oleh Satpol PP, Satpol PP hanya dapat
melakukan penindokan terhadap pelanggaran tertib jalan, fler higo,
Trotodr, taman dan fasilites umom lainnya secta b lingkungan,
Efektivitas pencgakan Ferds No. 10 Twhun 2003 di tinghat
kecamatan juga masih mimim. Mintmnva juomiab personil 3 tngka
kecamutan yang bertugns melakukan penegakan Perda Moo 10 Tahun
U3 berpengaruh  werhadap  efektivitas  pepegakannya.  Selain
keterbatasan  jumizh personil, sccara kualitatif erdapat keterbatasan
Penvidik Pegawar Negen Sipil (PPNS) di ongkat kecamatan. Padahal
adanya PPNS dapat berpengamuh secars signifikan pads penegakan Perda
karena PPNS  berwenang  untek  melakukan  penvidikan  terhadap
pelangearan Perda Moo 10 Tahun 2003, Kelemahan lmnmya di tingkat
kecamatan terkair dengan kurangnya koordinasi amtara Polisi Pamong
Praja di tingkat kecamatan dengan Satpol PP di tingkat kabupaten.'
Selain i, strukiue vang dapat menjadi wiing tombak  dalam
implementasi Perda Mo, [0 Tahun 2001 3 tetaps kurang dilibastkan adalah
pemerintah desa. Pemerintah di tingkatan desa dapat berperan dalam
mensossalisasikan Perda dan joga melakukan tindakan -tindakan preventif
dalsm mencegah pelanggaran Perda. Saat i langkah veng dilakukan di
tingkatan desi telah dilakukan oleh aparat di tngkar kecamatan dengan
melakukan patrod rutin di desat®
Famndisl yang werpadi dalam implementasi Perda No, 10 Tahun 20013
aleh struktur hukum tersebant menocenmbarkan periumya:c
Iy perubghan substansi Perda agor ruang lingkup pelanggaran tidak
terlampay luas tetapl dapat dijalankan dan penegakan hukumnoya
dapat berjalan efektif odeh struktur hukum di Kabepaten Sidoarjo,
2} Peningkatan koordinasi antara Sacpol PP Kabupaten Sidoarjo dengan
SKEPD fan vang rerkait dengan implementast Perda Mo, 10 Tahun
2013

" Wawnneara dengan M, Sulwon Hason, Kosi Penvidikon dan Penyelidikan
Satpol PP Kobupalen Sidoago, tangeal 26 Okicber 2015

¥ thied

4 Wangncara dengan Subambang, Kas Trantb Eecamainn Wani, tonggal 26
Okackher 2015,

* Wiwanearn dengon Ariel Agus, Kasi Trantib Kecamsaun Gedangan, mnggol
27 Dkiober 015
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3y Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daye manusia {aparath
vang berperan schagal penegak implementasi Perda Mo, 10 Tahun
2003, Sumber daya manisia yang seharusnya dissapkan dalam
me laksanakan perda tersebut adslah yang berjiws sebaga penoayom
masyarakal vang memenuhi standansasi latihan dasar sebagai polisi
pameng prija dan mempunyai koalitas komuonikasi, dedikes) mental
vang terugi serfa kemampoan dalam menguasai substanst perundang -
undangan. '

. Budava Hokum dalam lmplementasi Perda No. 10 Tahon 2003

[Jalam konteks budaya, pengeriian budaya hukom dimaksud dapat
diperhalus menjadi seperangkat nilas, gagasan, morms yvang menpadi
pedoman berpikir, berucap, berpenilaku, bertindak sesuai dengan yang
diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat, Budayva
hukum masvarakat mernupakan seperangkat nilai, gagasan. norma yang
terbangun ofeh budi dan dava warga masyirakat setempat dan telah
terimemalizasi ke dalam alom kesadaran (meindser) sccara furun temurun
dan berfungs) sebagan pedoman yang menghubungkan antars s
hukom pada tetaran ide di sabe pihak dan perilaku atau tindakan nyata
pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan warga masynarakat."”

Pemahaman tersebut berakar ke dalam nilai-nilai sormand bersama
yang terlahir dan terbangun dalom masyarakat serta tennternalisasi ke
dalam kehidupan masvarakat, Artinya, kelahiran suatu bedava huknm
berasal  dari proses  internal  selama perkembangan masyarakat
berlangsung, don selama o pola temksi baik anlarwargs  msuepun
antara warga dengan warga dan lvar berlangsung membentuk perilaku
yang semakin mempola, Akhirnva pola tindakan dimaksud dangzap
sebagal vang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar
wairga masyarakat, "

Ml yang dismot warga terhadap peraturan perundang-undangan,
khususnya Perda No, 10 Tahoun 2003, dapat dilihat pacda alasan-alasn
yvang dikemukakan pelangoar Perda Mo, [0 Tahun 2013, Berdasarkan
wawancara yang dilakukan terhadap 32 {tiga puluh dua) respon yang
dipercleh dengan acordentol sompling, terdapat 9 (sembslan) responden
yang menyatakan bahws larangan-larangan dalom Perda No. W Tahun
243 membebani kehadupannya,

Gambar 4, Perda Mo, 10 Tahun 2003 sebagal Beban Masyarakat

Apakah substans: Perda No, 10 Tahon 2013 membebam Amnda?

* Woawancarn dengan Widivantore Basoki, Babid Kebersthan, Dinas Kebersiban
dan Fenamanan Kahupaten Sidoarjo, anggal 26 Oksober 2015

! Dimal Pecrian, eraf, ap, off, hlm, 138,

18 il
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mYa, Membebani

® Tidak msembedani

o Tidak riemBadani,
dengan pergecualian

Sumber: data primer

Pandangan bahwa Perda fersebut membebani dischabkan beberapa
pandangan berikut:

Ly Kuloer  jalan pintas dolam  mencapan  Tojuan-fojen - vang
dilnginkan, Scbagian wargas merasa  dibebani  jika  harus
menempuh prosedur atao langkah vang lama uniok melakukan
sesustn. Misalnya, dalam hal berjuslsn di fasilites umom,
Fasilias umum tidak dilihae sehagai milik bersama vang tidak
boleh diokupasi wmtuk kepentingan ckonomi pribadi, Namun
data pelangegaran  tecbanyak yang ditindak cleh Sapol PP
menunjukkan babwa pelanggaran didominasi pedagang Kaki
himia. Pedagang kaki lima tersebut memanfastkan fasilitas publik
karena menganggap bahwa membuka usaha atsu begualan
dengan langkah-langkah prosedural justru terhambar. ™

23 Tidak adanva sarana vomg menunjang ketaatan terbadap Perda,
Scbagai contoh adalah alasan atau keluhan beberapa warga
bahwa sulitnya mesemukan tempat sampah mendorong mercka
untuk membuoang sampah sembarangan di tempat-tempat wmum,
Wargs vang berpendapat demikian memaliki pandangan balvwa
Perda Na. 10 Tohun 2013 pada hakikainva tidak membebani,
dengan catatan alwa Pemenntal Daeral menviapkan sarm
yang menunjang. Schagai contoh, terkat dengan sanitasi dan
larangan untuk mandi dan buang air sembarangan di sungai,
Mennrut  warga, jika  lrangan  tersebut dismbangi  dengan
pembangunan sarang, mungkin tidak memberatkan. Jikn ada
warga yang dak punva kamar mandi dan Kamar mandi wmom

* Wawancary dergnn Garuh, pendutuk Kabupoien Sidasrjo, sanggsl 29 Okiober
2015,
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terbiatas, makn akan cenderung mengambil jalan pintas denpan
mandi dan buang air di sunzai.™

3y Perda Mo 10 Tahun 2013 dianggap membebani kivens maner
muatan dalam Perda tersebut melarang perilaku yang menjaci
keseharian miasvarakal, Sebaga contoh adalah haangan untuk
membiarkan  hewan  peliharsan  berkelisean di jalan. Bagi
masyarakat pedesaan. perlako tersebut mempakan keseharian
dan dianggap schagai kewajaran. Namun penlaku terscbut
ternyaba menjadi larangan dalam Perda Mo, 10 Tahon 2013 yang
fenfunys  ditujukan  untuk  ketertiban  moupun  keamanan
pengemna plan, Oleh karena e bagi masyarakat justro menjadi
heban karena bertolakbelakang dengan kenyataan  penlaku
sehari-hari yang dianggap wajar.

Jika melihat pandangan atau mlai yang diamet masyarakat sehagai
responden. maka terlihat babwa ada kesenjangan antarn  beberapa
substansi Perda Mo, 10 Tahun X3, Beberapa konsep larangan dalam
Perda Mo, 10 Tahun 2003 teribat asing dan tidak seseai dengan
pandangan yang wajar bagi masyarakat. Misalnya, larangan untuk parkir
di atas trotoar tentunya akan sulit dipahami bagi beberapa orang®' Karena
konsep trotoar sehagai wilayah pedessrion belum menjadi pemikiran
mayoritas masvasakat di Kabupaien Sidoarjo vang bercampur antara
masyarakat perkotnan dan agraris.

Drlam konteks ini, Perda Mo, 10 Talun 2002 menjadi hukum yang
ditransplantasikan dalam kehidopan bermasyarakat, Transplantasi hukum
dengan demikion mencakup pada proses uniuk memindahkan atsran,
doktrin, insttusi hukom dan sato masyarakat ke masyarakat lan., dari
safh negara ke negara lain atse sa rumpun sistem bukom ke dalam
sistem hukum lain yang bisa jadi menganut paham yang berbeda-beda,
Transplantasi bukum, sampai pada tataran perumusan nomma hubum
dalam  swatu  perateran penmdang-undangan  (positivisasih,  pada
umumnya, dok menimbulkan permasalahan yang signifikean, Namun
permasalahan akan muncul justro pads o amplementasi hukom, Hal
ini dapat dimengerts olech karena hukum, pada galibnya tidak hanya
rumisan kalimat vang “mati”, tetapi lebilb merupakan knstali=asi mlag-
nilai yang berkembang dan dikembangkan pada lingkungan masyarakat
i mam hikum 5o tumbah,

Transplantosi  hukum, memungkinkan terjadinye bepturan  atau
potensi benturan antira hukum “asing” dengan hukum lokal. Pralam
setiap pemberlokuzn hukum  pastilah  terkandung  harapan-harapan
{ekspektasil tertento bk dan pembentuk hukum maupon dars ke lompak
masyarakal yang menjsdi obvek pengaturamiyi, Mungkin juga terjad

* Wawancarn dengan Mokhdor Farug, pendoduk Kabupaten Sidoaryo, angml
290k mber IS

A Wawancara dengan Ranggs Yodo Wivaksono, pendudud; Kabupolen Sidoarjo,
timggal 29 Chagher 2015,
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komeksi dan kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan baik
secars langsung maupun Bdak langsung terhadap permesalahan tersebut,
Drilam Kenvataannya, apa vang diharapkan tidak selalo sesual dengan aps
yanyg terjads padn ranzh praksis.

4. Hambatan atan Kendala Penvelenggaraan Penegakan Perda No,
11 Tahun 313

. Keterhatasan sumber daya manusia dalam penegakan hukwm

Reterbatasan sumber doya manusia mencakup dus aspek. yaitu
aspek Rualitas dan kuwanntas, Aspek kualitas mencakup  pemabamian
seluruh  penyelenggara pemerintzhan Ji Kabupaten Sidoarjo. hingga
tingkat desa, terhadap Perda No. 10 Tahun 20003, Penegaken Perda No.
[0 Tahan 2003 selama imi banyak bergantung pada Satpol PP di togkar
Rabupaten Sidoarje maupun tingkat kecamatan. Padahal kuentitas
personil maupun angearan mempenganihi mang gerak Saipal PP dalam
melakukan pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Moo 1
Talun 2003, Keterbatasan tersebul tidak dombangi dengan  sparal
pemenntahan di tingkatan paling rendah.

Dt yang ala memn jubkkan bahwa terdapat keterbatasan Satpal PP
dalam menjalanksn peregakan hukum hingga selurub kecamatan di
Rabupaten Sidoarpo, Penegakan hukom selama Maret-Okober 2015
menunjukkan cakupannya hanya terbatas pada 6 (enam) kecamatan dar
18 (delapan belas) kecamatan i Kabupaten Sidoanoe. Keterbatasan
penegakan hukum tersebul disebabkan keterbatasan Kusniias Satpal PP
i tingkat maupun Polisi Pamong Praja di ingkat kecamatan.

Heb Karens s keterbatisan tersebut harus dumbangi  dengan
kualitas penyelenggara pemerintahan di tingkat desa dalam upays-upaya
meningkatkan pemalaman masyarakal terhadap Perda Mo, 10 Tabun
3. Keberhasilan Perda Moo 10 Tahun 2003 tentunya bukan diokur dari
makin mengkatnya pelanggaran vang ditangan oleh PPNS, Indikator
keberhasilan Perda Mo, 10 Tehon 2013 adalah ketika masyarakat tidak
lagi melakukan pelanggaran-pelangearan vang dilarang oleh Perds No,
I Tehun 2000 5,

Drpmain persenitah desa dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban telah diztor dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (U Mo, 6 Tahun 2004). Berdasarkan Pasal 26 avat (2)
huml g UL Mo, & Tahun 2004, Kepala Desa berwenang  membin
keteniraman dan ketertiban masyarekat Desa. Selain sto dalam Pasal S0
avat {41 huref ¢ diater balvws prioritas, program, kegiatin, dan kebothan
Pembangunan  Desa  dirumuskan  berdeserkan pentlaian  terhadap
kebutuhan masvarakat Desa yang salah satunya meliput pemngkatan
kualitas  ketertiban dan  ketentraman  masyarakst Desa  berdasarkan
kebutuban masvarakat Desa,
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b, Sanksi pidana belum tentu memberikan efek jera

Penegakan hukum dalam pesvelenggaraan Perda Mo, 10 Tahun
2013 selama ini dilihat tidek mampu memberikan efek jera bagi
masyarakat. Padahal sanksi tefah diberikon bagi para pelanggar dan
pelanggaran terseb terpublikasikan lewnt medin. Namun masih ada
masyarakal yang Gdak merasa terancam oleh adanya sanksi pidana
sehingga masih melakukan pelangearan. ™

Berkenaan dengan  penggunsan  snksi pidana sebagail  sarana
penanggulangan  kejahatan, kajian  hukum  pidana  pads @momnya
membedakan bentuk sanks: mengdi dus, vaite pidana (st dan
tmakakan {meatregel, Meniiut Sholeboddin keduanyn bersumber don bile
casir yang berbedn, Sanksi pidana bersumber poda e dasir; “mengapa
diadakon pemidanaan®, Sanksi tindokan bertolok dan e dasar “untuk
aps dindakon pemidanoan itw”, Bennlak dand ide disar vang berbeda
membawn konsekucensi sifal bedun sanksi itw-berbeda pola. Sanksi pidana
beersifut reaktifl terhadap suatu perbustan, sedangkan sanksi tindakan lebih
bwarsifot antisipatif echadap pelaku perbuaton lemsebul. Fokos skl
pidana ditujukan padi perbunian salah yang dilakukan seseomng melalui
pengennan penderiiman agar yang berspngloutun menjedi jere., sedamgkan
sanksi tindakan lehih terurah pada spays memben pertolongan padu
pelaku agar ia berubah !

Sanksl pidona lebih menckankun unsur pembalasun (pengimbalun)
vang merupakon pendertiean yang sengnja dibebunkon kepada seorang
pelungear, sedangkan  sanksi tindikon, bemumber dad ide  dasar
perlindungan masyamkat dan pembinoin ot perawatan s pembuat. 1LE.
Jonkers menyatnkan tiik berat sanksi pidana adalah pada pidona yang
diterapkin ontuk kejohatin yvung dilakokan, sedanpkan sanksi tindakon
memy@nyai tujuan yang bersifut sosial **

Dilihat dar segi tojuan, sonksi pidans maupun sanksl todakan jega
benolak dan ide dasar yvung berbeda. Sanksi pidana bertujuan membert
penderitaan kepada pelunggur supuya pelanggur merasakan akibai dan
perbuatannyn, serta berpikir bahwa perbuatan yang telah dilakukan
memperoleh pencelonn dari masyarakat. Dengan demikian, perbedaan
prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ade tdakeya  onsur
pencelann, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan padu
sanksi tindakan wjnannya lebih bersifal mendidik.

Secirn teonetk, dalam sanksi tindakan tidak ads wnsur pembalazan,
Earena tindakan e ditojukon pedn prevensi Khosus, vakni melinching

2 Wwancarn dengan Wiyono, Kabid Sesiol Dinos Sesial Kabupaen Sidoargo,
tunygzal 2% Okicher 2015,

i

M Sholehadding Satewm Sarkst dafam Hukes Pdvma: e Dhisir Doalile Toaek
Siaten & Implementanapa {Jakanta: FT Rajs Grafindo Percda, 20030 hlm, 7.

SO1LE. bonkers, Bioky Pedvuen Sufin Pidara Hisdla Beliouto. (Jokamu: PT,
Bina Aksra, 19877, him. 330
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masyurkat dar ancoman yang dopat memgikan kepentingan masyarakat
it Singkainya, sonksi pidans beronentasi pada ke pengensan smnksi
terhadap pelako sustu perbustan, sementarn sanksl tindakan berorientash
pada ide perlindungon masyarakat, Bengon demikian sanksh padana can
tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuen, dan sifunys. Kedun jenis
sanksi terseboi ditetapkun dalom kedudukan yong sejajor atou setum
clalam kehijakom legislasi,

Kajian yvang ada sclama ini tidak menunjukkan bahwa =alah satu
dari sanksl pidana ataun sanksi tindakan lebih baik don efekif, Kedua
jenis sanksi terscbut dapat digunakan secars bersama-sama. Tujpman dari
pengenadn sanks: harus diambkan bukan semata-maia untok membenkan
efek jers. Tujuan dari pengensan sanksi harus  diarabkan  untuk
memberikan perlindungan kepada kepentingan masyarakat secara huas.

Jika dikaitkan dengan  kepentingan  masyvarakal  secarn Duas,
khusosnya dalam ketertiban dan ketenttaman., maka tujuan sanksi dalam
Perda Mo, 1 Tahun 2003 tidak diposisikan sebagal pemben efek jer
zaja. Sanksi dalam Perda No. 0 Tabun 2003 ditgjukan untuk
mengembalikan kondizi ketertiban dan ketemraman dalam masvarakat,
Pelanggar Perds yang memszak tatansn ketertiban dan keteniraman
miingkin saja relah jera. wiapn taanan ketertiban dan ketemtraman yang
telah diubahnya tentn harus diperbaiki. Jiks tatanan tersebut tidak
diperbaiiki maka besar kKemungkinan terjadi pengulangan pelanggarin-
pelangearan Perda No B30 Tahun 2003 oleh anggota masyaraknt lzinnya.

Selain v dalam Persturin Memer Dalam Negeri Nomor 54 Tabhun
20011 tentung Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
{Permendagri Mo. 54 Tahun 2011} jugs menunjukkan bashwa langkah
pembinaan didabulukan daripada pemindakan vustissal, Salah satu cara
yang lehih efisien dalam Permendagri No. 54 Tahun 2011 adalah
pembinaan kelompok Vang dilakukan dengzan CHr
mengundang/mensumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang
melangear peratuean daceah untuk diberikan pengamban dan pembinaan.
arti pentingnya kesadsron dan kepatuhan terhadap Perda.

Mamun kelemahan dalam menjalankan  pembinaan  masyarakat
terkait Perda Mo, 10 Tahun 2013 adalah tidak adanva databose yang
komprehensil entang ttik/wilavah asal pelmggar mavpun Kelompok
masyarakat yang berpotensi menjadi pelanggar ketertiban tertentu. Dats
penindakan yang dilakukan Saipol PPoseloma Maret-Oktober 2015
menunjukkan bahwa asal wilavah pelanggar schagian besar dan lear
Fabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Sidoarjo. Namun data ini tentunya
dapat diperajam lagi untek memperoleh gambaran lebih spesifik erkait
kelompok masyarakat atm wilayah asal don pelanggor Perda yang
memiliki potensi melakukon pelanggaran berkali-kali,

<. Substansi Perda No, 10 Tahun 2003 tedalu lsas bagy aparal
penegak hukum




A0 Ewiﬂ'ulm it Permbangmasn Todwn be-87 8T Sali-September 3016

Substansi Perde Mo, 1 Tuhon 2013 bagi aparal penceak Perda
(Satpol PP justre terlale luas rusng lingkupnva schingza sulit untuk
dimaksamalkan efektivitas penyelenggaraanya, Hal mm jugs dikaitkan
dengan muasth adanya ketentuan pelanggaran dafam Perda tersebut yang
dapat dioptimalkan dengan Perda Bunnva,

Misalnya. permazsalahan tertib kesehatan {Pasal 14 sampal dengan
Pazal 18y dapat diopimalkan dengan Perda vang khusus mengatur
pengawasan dan pengendalion minuman beralkohol vang disinkronkan
dengan substamsi Perpres Me, 74 Tahun 2003, Selain it permasalaban
tertih bangunan scharusnya distur dolam Perds yane khusus mengatur
bangunan gedung, dalam konteks Kabupaten Sidoarje adalah Peratirn
Drierah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bangunan Gediing,

lika ruang lingkup ketertiban terentu dalam Perda Noo 10 Tahun
2003 dapat diatur dabom Perda lain vang lebih spesifik tentunyia akan
memudahkan pengawaszan karena SKPD lein — selain Satpol PP —
memiliki pengetaluan teknis yang lebih mwmpuni dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap jenis ketertiban terschut™ Olch
karena i, schelumnya perlu diperfegas ruang hngkup ketertiban dan
ketentraman yung secard umum dapat distur dalam sebuah Perds dan
ruang hingkiop ketertiban dan ketenteaman vang secara khosus  diatur
dlalam Perda lain yang bersifat teknis.

d. Budayn hukum berbenturan dengan substansi hukum

Law is ahveyy soclety ux well afociety i always e the law.
Mamun dalam prakik legislasi tidak selamonys demikion Menurup
Eugen Ehrlich {Fundmnenial Principles of The Socielogy of Liw, I975)
dalam kenyataan§ya low is net — or not alwiys — sociery, Kondisi ini
terjadi apabila hodum negom  vang  dikesali juge sebozsi okum
permdmme-undengan misiona) yvano positif it tdak berswal dan mikom
rakval yang hidup dolam mosyarakat, Alih-atil, hukm nemra (f, walou
dinvatakan resmi sebagal hokom nosicnal, akan letap s ierpandang
sebigai hukum yang asing bagi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan datn sebelumnya telah ditunjukkan bahwa
Perda No, 10 Tahun 2013 bagi beberapa pihak dianggap membebani,
Perda &o. 10 Tahun 20013 dianggap membebani karens materi muatan
dafam  Perda tersebut  melarang  perilaku  vang menjadi Kesehanan
masyarakal. Schagal contoh adalah larangan untuk membiarkan hewan
peliharsn beckeliaran i jalan, Bagl masvarakal pedesaan, perilaku
tersebut merupakan kescharian dan diangoap schagal kewsjaran. Namun
perilaku tersebat ternyvatn menpuli laangan dalam Perda No, [ Tahun
23 yang tentunya ditujukan untok  ketertiban maupun  keamanan
pengeuna jalan, Oleh karena itu bagi masvarakar justre menjadi beban

* Wawancara dengon ¥, Sulton Hasan, Kosi Penvidikon dan Penvelidikomn
Sadped PP Kubupsten Sidoarpe, langgal 26 Okiober 2005
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karcna heriolokbelakang denpan kenyaizan perilako schari-han vang
disnggap wajar.

Selmn st kensep ruang publik fertib dan tentram yang dipahaim
masyarakat tampaknya berbeda dengan Eonsep ruang publik tertib doan
temtram vang diatwr dalaon Perda No, 10 Tahun 2013, Beberapa pihak
tentunya masih belum bisa n@nyadari dan memahami, misalnyn, fatar
belakang adanyn kewajiban membust sunsur resapon sir bujan pada
setitp bangunmn yang akan dibaigun schagai bagian dard ketertiban dan
ketentraman,

Beberapa ketentuan  juza membutuhkan dorongan agar wargai
memiliki kesadaran dalam mematubinye, Kesadaran unuk patoh tersebun
dapar digrahkan dengan menyediakan sarana vang  dibor@kan agar
ketentuan terseban menjadi wajib dipatuhi. Misalnya, terkait tertib jalan,
jalur  hijau, totoor, twmon  dan fesilitns wmum  leinnya  dengon
menyediakan tempat sampah yang cubup di berbaga: titik keramagan
watga. Contoh lannya adalah ketentuan larangan memarkir kendarsan di
atas trotoar hams diimbangi dengan penyediaan lahan parkir yang cukup
dan mudah dmkses oleh pengzuns kendaraan bermotor,

V. Kesimpulan dan Saran

Diata dan pemaparen di sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa
penyelenggaraan Perda Mo, 10 Tahwn 20003 tdak berjalan  mulss,
Terdapat  hambatan  ataw kendola  veng ditemukan dalam
penyelenggaraanya, Hambatan atae kendala tersebut berasal dan istemal
maupun cksternal pemenntahan, Sedikitnya terdapat 5 {lima) hambatan
atau kendali yang mempenganihn keberhasilan penyelenggaraan Penli
Mo, 10 Tahon 20013, Lima hambatan st kendala tersebot antora lain
mencakup keterbatasan sumber dava manusia dalam penegakan hukum,
ancaman sanksi pidana yang belum memberikan efek jera, lemahnya
sosialisasl vang membentuk pemahaman masyamkat erhadap Perda Mo,
10 Tahun 2003, substansi Perda Mo, 10 Tahun 20023 yang teralo luas
bagi aparat penegak hukum. dan budaya hukum yang berbenturan dengan
substansi hukum dalam Perda No., 10 Talun 2013,

Heh karena itu dapat dirckomendasikan beberapa saran untuk
meningkatkan efeknvitas penyelenggaraan Perda No. 10 Tahun 323,
Beberapa saran tersebut antara lam:

. Penyediaan databoase vang komprehensif terkait wilsyah rawan
pelangoaran, profil pelangzar dan motif-motd pelangoaran.
Derabare tersebut akan dapal dimanfstkan ofleh Pemernntah
Deerah untuk memetakan profil kelompok-kelompok masyarakat
vang sering menjadi pelanggar manpan wilayah pelanggaran yang
sering menjadi tempat pelanggaran,

2. Meningkatkan  Tungsi  sosialisasi  dan pembinsan  sebagai
pencegahan  selain penindakan  yostisizl.  Fungsi  pembinnan
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tersebut difokuskan tethodap  kelompok-kelompok  masyarakal
vang pada vmumnys melakukan pelangzaran. Oleh karena ito
terichah  dalulu  dibutshkan daraboase profl pelanggar uniuk
mencniukan  kelompok  masyarakalb  yang  menjads  sasaran
pee b,

3. Revitalisasi peranan pemerintzh  desa  dalam  meningkatkan
kesadaran hukum terhadap Perda Moo 10 Talan 2013, Pemenntah
desa dapat menindaklanjuti Perda Mo, 10 Tahun 2013 dengan
membentuk Peraturan Desa, Peraturan Desa tersebur mengatur
ketertiban dan Eetentraman sehimgga peran pemenntah desa
menjadi lebih vital dalam menjags keteriban dan ketentraman di
Kabupaten Sidoarjo, Pembentukan Peraturan  Desa  rersebi
merpakan penjibaran atas berbagni kewenangan yang dimiliki
Desa mengacu pada ketenman Perda MNo. 10 Talun 2013,

4. Penyediaan sarana yang menunjang kepatuhan warga terhadap
Perda No, 10 Tahun 2013, Penyedisan sarana tersebul  jug
diimbang dengan penyvedizan media-media sosialisasi laransan-
farangan dalam Perds No. 10 Tahun 20013, Media sosializasi
tersebut secarn masii ditempatkan pada ruang publik yang sering
menjadi wilayah pelanggaran Perda, Melalui medi sosialisasi
tersebut masyarakat secarn rutin diberikan pengetahnan tentang
apa yang seharusnya dilakokan dan Gdak seharesnya dilakukan,
Media sosialisasi terscbut kemudian dikengkapt dengan sarana
untuk melaksanakan apa vang sehamsnva dilakukan atau tidak
sedmrusnyva dilakukan,

Terkas dengan ruang lingkup Perda No. 10 Tahun 2003 yeng huas
dan slanya ketentuan yang tidak sinkron dengan perituean perindang-
undangan yang lebih tnggl, muaka untek tahap jangka menengah
dibutuhkan perubahan terhadap Perda Mo, 10 Tahun 2(M3. Perubahan
tersebut dengan sebelumnya perle mengkaji reang lingkup ketertiban dan
ketentraman yang secarn wmum dapat distur dalam scbuah Perda dan
roang lingkup ketertiban dan keentmman vang secara kKhuesus distor
dalam Perdn lain wvang bersifat teknis. Sinkronisasi dengan perafuran
perundang-undangan yang lelah tinggi juga perlu dilakukan agar Perda
yvang mengatur ketertiban dan ketentraman tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang febih tingg.
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